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PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR 19 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 11 TAHUN 2021 
TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA BUPATI KENDAL DAN 

WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KENDAL, 
 

Menimbang   :  a.  bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas pengelolaan 

belanja Bupati dan Wakil Bupati dalam mendukung 

pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaran pemerintahan, 

maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2021 
tentang Pengelolaan Anggaran Belanja Bupati Kendal dan 

Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2021 dipandang 

sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga 
perlu diadakan perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan 
Anggaran Belanja Bupati Kendal dan Wakil Bupati Kendal 
Tahun Anggaran 2021; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang–

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 
Nomor 12, 13, 14, 15 dari Hal Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan 
Daerah Istimewa Yogyakarta; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak 

Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala 

Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/ Bekas Wakil Kepala 
Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2000 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala 

Daerah/Wakil Kepala DaerahSerta Janda/ Dudanya 

Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir 
Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 121); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 
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2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) 

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Nomor 2536) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 

2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 

11 Seri B No.1) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal nomor 3 Tahun 
2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No.2); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 

2007 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil 
Bupati Kendal (Lembaran daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2007 Nomor 15 Seri E No. 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 Nomor 

6 seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kendal Nomor 157); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal 
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 
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2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kendal Nomor 200); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kendal Tahun 2020 Nomor 14); 

20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2020 Nomor 92) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 

92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 

12); 

21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Anggaran Belanja Bupati Kendal dan Wakil 
Bupati Kendal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 11); 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 11 TAHUN 2021 

TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA BUPATI 

KENDAL DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN ANGGARAN 
2021. 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 

11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Anggaran Belanja Bupati 
Kendal dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2021 

(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 11) 

diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 menjadi 
berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 8 
 

Dana Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:  

a. Dana Penunjang Operasional Bupati ditetapkan 

sebesar 60 % (enam puluh persen) dari Rp 
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yaitu sebesar 

Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) 

digunakan untuk penunjang operasional sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b; 

b. Dana Penunjang Operasional Wakil Bupati ditetapkan 

sebesar 40 % (empat puluh persen) dari Rp 
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yaitu sebesar 

Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta 

rupiah) digunakan untuk penunjang operasional 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan 
huruf d. 

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 menjadi 

berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 9 
 

Dana Penunjang Operasional Bupati sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a digunakan untuk 

koordinasi, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya 

serta penanggulangan kerawanan sosial masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf 

b secara kumulatif ditetapkan paling banyak Rp 

30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan. 

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 menjadi 
berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 10 
 

Dana Penunjang Operasional Wakil Bupati sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf b digunakan untuk 

koordinasi, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya 

serta penanggulangan kerawanan sosial masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf 

d, secara kumulatif ditetapkan paling banyak Rp 

20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan.  
 

4. Diantara ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 

disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 14 
berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 14 
 

(1) Biaya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati 

disediakan dalam menunjang kebutuhan minimal 

terselenggaranya rumah tangga Bupati dan Wakil 
Bupati sebatas kemampuan keuangan daerah. 

(1a) Kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 

dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, 

rasionalitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan 
kebutuhan nyata. 

(2) Biaya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan yang meliputi :  

a. peralatan rumah tangga; 

b. kebutuhan bahan pokok: 

c. lauk pauk; 

d. makanan ringan; 

e. minum; dan 

f. bumbu dapur. 
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Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. 

 
Ditetapkan di Kendal 

Pada tanggal  16 Maret 2021 
 

BUPATI KENDAL, 
 

cap ttd 
 

DICO M GANINDUTO 
 

Diundangkan di Kendal 

Pada tanggal 16 Maret 2021 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KENDAL, 
 

cap ttd 
 

MOH. TOHA 
 

 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 19NO. 
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